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PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
\

Menimbang
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PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TEBING TINGGI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (3)
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2010:

Peraturan

1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota — kota kecil dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Pemerintahan Daerah (

Tahun 2008 Nomor 59,
Indonesia Nomor 4844)

tentang
Lembaran Negara Republik Indonesia

Tambahan Lembaran Negara Republik



7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1286,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Pembentukan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Tebing Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1879 Nomor 12);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penéelolaan
Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578)

10.Peraturan  Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502);,

tentttang

11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LLembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Ne

gara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

13.Peraturan Menteri Dalam Ne

Pedoman Pengelolaan Keu

diubah dengan Peraturan M

' 2007 tentang Perubahan

Nomor 13 Tahun 2006 te
Daerah;

geri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
angan Daerah, sebagaimana telah
enteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
ntang Pedoman Pengelolaan Keuangan

14.Peraturan Menteri Dalam Ne

Pedoman Teknis Pengelolaa
Daerah;

geri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
n Keuangan Badan Layanan Umum

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya.

16.Peraturan Menteri Dalam Ne

Pedoman Penyusunan Angg
Tahun Anggaran 2010.

geri Nomor 25 Tahun 2009 tentang
aran Pendapatan dan Belanja Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN D

AN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :




1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD,
adalah rencana keuangan tahunan pemerintaha

n daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan
daerah.

2. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok-pokok  kebijakan yang harus
diperhatikan dan dipedomani oleh SKPD dalam penyusunan RKA-SKPD dan
penetapan APBD.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

4. SKPD adalah Satuan Ke
Tebing Tinggi.

3. Kepala Daerah adalah Walikota Tebing Tinggi.
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi.

rja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota

Pasal 2
(1) Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010, meliputi:
a. tantangan dan prioritas pembangunan tahun 2010
b. pokok-pokok kebijakan penyusunan APBD:
c. teknis penyusunan APBD: dan
d. hal-hal khusus.

(2) Uraian pedoman pen

yusunan APBD Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercant

um dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3
Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pedoman penyusunan
APBD tahun sebelumnya tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Walikota ini.

Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang men

getahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota
ini dengan penempatan

nya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 13 Juli 2009

WALIKOTA TEBING TINGGI

dto

ABDUL HAFIZ HASIBUAN
Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 13 Juli 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI

dto

IRHAM TAUFIK




